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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG 
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI 
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA LINGKUP 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO. 
    

ABSTRAK : - Dalam rangka pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara 
berkelanjutan melalui aplikasi SIPOL maka dipandang perlu untuk menetapkan 
standar operasional prosedur (SOP) oleh KPU Kabupaten Nagekeo sehingga 
dalam melakukan verifikasi terhadap data yang dimutakhirkan dapat terlaksana 
sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini 
adalah:  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, 
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara 



Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik 
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1251); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem 
Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi 
Partai Politik. 

  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data dan Dokumen 
Partai Politik Melalui SIPOL. 

CATATAN : - 

- 

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2025. 
Lampiran 9 Halaman.  

 


